SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 18 TAHUN
2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK

Menimbang

Mengingat

. a.

: 1.

AIR TANAH DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman
Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai
Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa
Tengah, bahwa kabupaten Rembang masuk wilayah A yaitu
potensi besar atau kecil dan resiko dampak pengambilan
tinggi;

bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, harga dasar
air tanah yang diatur Peraturan Bupati Rembang Nomor 18
Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Air Tanah di Kabupaten Rembang sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Rembang, perlu
dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Rembang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten
Rembang;

Undang-Undang Nomor 13  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah:;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3691) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000



10.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang di Pungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau di Bayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1353,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
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Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017
tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Tanah untuk
Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor
46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 61);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 128);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 101);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 105);

Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah di
Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2011 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun
2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air
Tanah Di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2017 Nomor 11);

Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan
Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang tahun 2017
Nomor 28);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR
TANAH DI KABUPATEN REMBANG.

Pasal l

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 18
Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Air Tanah di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2011 Nomor 18) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18
Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Air Tanah Di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2017 Nomor 11) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran VII diubah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini :

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Juni 2020

BUPATI REMBANG,
ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENREMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 22




HARGA DASAR AIR TANAH MENURUT JENIS, PERUNTUKAN, DAN VOLUME

LAMPIRAN VII :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN

KEDUA  ATAS

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 18 TAHUN

TENTANG

PAJAK

AIR

2011

PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

TANAH

KABUPATEN REMBANG

PENGAMBILAN AIR TANAH

DI

NO VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH
PERUNTUKAN (DALAM M3)
AIR TANAH 0-100 | 101-500 | 501-1.000 | 1.001-2.500 | 2.501-5.000 | 5001>10000 >
10000
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1. | Sosial/Non Niaga | 9.800 9.900 10.000 10.100 10.200 10.300 10.400
Niaga Kecil 10.500 | 10.600 10.700 10.800 10.900 11.000 11.100
Industri Kecil dan | 10.900 | 11.000 11.100 11.200 11.300 11.400 11.500
menengah
4. | Niaga Besar 11.800 | 11.900 12.000 12.100 12.200 12.300 12.400
Industri Besar 12.800 | 12.900 13.000 13.100 13.200 13.300 13.400

Klasifikasi air tanah menurut jenis peruntukan dan pengolahan adalah sebagai

berikut:

a. Sosial/Non Niaga meliputi Rumah Kos, Lembaga Pendidikan Swasta,

Pengelolaan MCK di pasar dan terminal, Real Estate dan Kelompok Usaha Lain
yang sejenis;

Niaga Kecil meliputi warung/rumah makan, kantor swasta, rumah sakit
swasta, poliklinik, labolatorium, penginapan/mes/apartemen, night club, bar,
panti pijat, salon, service station, bengkel, warung air, kolam renang, tempat
hiburan, pergudangan, lapangan golf dan kelompok usaha lain yang sejenis;
Niaga Besar meliputi hotel, restoran, mall/pasar raya, pelabuhan dan
kelompok usaha lain yang sejenis;

Industri kecil dan menengah meliputi industri rumah tangga, pabrik es,
karoseri, perakitan, pengepakan, percetakan, pengecoran logam, furniture dan
kelompok usaha lain yang sejenis;

Indutri Besar meliputi indutri tekstil, printing, pengolahan, garmen, makanan,
minuman, air dalam kemasan, rokok, kertas, peleburan besi, keramik, cat,
kosmetic dan kelompok usaha lain yang sejenis.

BUPATI REMBANG,
ttd

ABDUL HAFIDZ



